BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang - Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk

 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442 1)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indones1a ‘Tahun 2004 Nomor 126,

10.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik -

~ Indonesia Nomor 5049),
1L

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 823, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 5234), ; ~ v

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor . 5587), sebagalmana telah - diubah terakhir dengan :

| -Pemermtahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

13,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang- Undang Nomor - 23  Tahun 20 14 - tentang

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); - ,

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005  .tentang |
, :Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

'Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indone31a Nomor 4502); ’

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman -

- Daerah _(Lembaran ' Negara -Republik Indones1a Tahun 2005

15.

“Nomor 136 ‘Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesm, :

Nomor 4574 ); ; ,
Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Penmbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005

"~ Nomor. 137, Tambahan Lembaran Repubhk Indone31a Nomorf

16.

‘ Indonesia Tahun 2005 Nomor138 Tambahan Lembaran Negara =
Repubhk Indonesm Nomor4576), SRR ‘

' 17 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan L

4575);

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan = Daerah (Lembaran Negara Republik

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2005 Nomor 140, Tambahan Negara Repubhk Indoncs1a Nornor

o "4578),
-18.

Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Penyusunan - dan Penerapan vStandar‘ Pelayanan Minimal -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, . -

e Tambahan:Lembarar:;‘ Negara Reppblik Indonesia Nomor 4585);




~ Meﬁetapkan n

19.

Peraturan Pemenn‘ir:kahk Nomor 79 Tahuh 2005 tentang Pedoman

~ Pembinaan dan- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan =~
- Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara = Republik

. kIndones1a Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

20.

| Republik Indonesia Nomor 4593), :

‘Peraturan Pemenntah ‘Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan -
Keuangan dan K1nerja Instansi. Pemerintah (Lembaran Negara -

- Republik: Indone31a Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
"~ Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614); - \

21.

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang |

‘Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

. diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam -

22,

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan '

Keuangan Daerah;

:Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 :
- tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

 Daerah Kabupaten Bengkalis  Tahun 2009 Nomor 03),

sebagaimana telah d1ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis - Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009

 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

23.

‘Daerah KabupatenBengkahsTahun 2015 Nomor 03);

Peraturan ‘Bupati Bengkalis Nomor 28" Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2014 (Berlta Daerah Kabupaten Bengkahs

-ATahun 2014 Nomor. 28), :

MEMUTUSKAN

PERATURAN : BUPATI ‘ BENGKALIS - TENTANG
: ~PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
;BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 20 14 ‘

Pasal 1

(1) Pertanggung]awaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat : -
a.: Laporan reahsas1 anggaran

b. Neraca, :

c. Laporan arus kas, dan

d. Catatan atas laporan keuangan ;
(2) Laporan keuangan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah / perusahaan daerah




Pasal 2 ‘

‘ Laporan rea11sas1 anggaran sebaga_lmana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2014 sebaga.l berikut :

a. Pendapatan . Rp.3.985.029.241.140,00
b. Belanja_ o "Rp3544.642;029.555,65 B
Surplus/ Deﬁs1t R Rp.440.387.211.584,35 ’
c. ‘kPemblayaan ; b | ’
1) Penerimaan Rp 831 162.168. 089,62
2) Pengeluaran ~Rp.__5.000.000. ooo 00 |
Surplus/ Defis1t Rp 826 162.168. 089, 62
e Pasa13 T

,Uralan laporan reahsas1 anggaran sebagaumana d1maksud dalam
" Pasal 2 sebaga1 benkut

(1) Selisih ‘anggaran dengan réahsas1 - pendapatan seJumlah ’
Rp (452 783.858.921 OO) dengan r1nc1an sebaga1 benkut

a Anggaran pendapatan

" setelah perubahan e Rp 3. 532 245 382 219 00
b Reahsa31 SIRERRRR Rp 3.985. 029.241.140,00
Sehslh leb1h/ (kurang) Rp. (452.783.858.921 00)

(2) Sehslh anggaran : dengan - realisasi - belanja - sejumlah
Rp. 1.132.603.352. 663,35 dengan rincian sebaga1 berikut : '

~a Anggaran belanja setelah perubahan Rp.4. 677 245.382. 219,00 |

b Reahsa31 o ~ - Rp.3. 544 642.029.555,65 7
SehSlh leblh/(kurang) - 7 Rp.1.132.603.352.663,35 :

(3) Selisih - anggaranv-‘ dengan _reali»sas'i" surplus/defisit sejumlah
Rp.(1.585.387.211.584,35) dengan rincian sebagai berikut : ‘
a. Surplus / deﬁs1t setelah perubahan Rp (1.145. 000.000.000,00)

E b. Reallsas1 PR e . (. 440.387.211.584,35)
Sehslh leblh / (kurang) Rp (1 585 387 211.584 35)

(4) Sehslh anggaran dengan rea.hsas1 penenmaan pemblay_aan
sejumlah - Rp.318.837.831. 910 38 dengan rincian sebagai
benkut : ’

~a.Anggaran pener1maan pemb1ayaan
setelah perubahan . Rp. 1. 150 000. OOO 000,00

b. Reahsas1 : ' : » Rp. 831.162.168.089,62
Sehslh leblh/(kurang) { ~ Rp. 318.837.831.910,38




(S) Sehéih ‘ ‘énggafah" dengan realisasi - ﬁengeluaran | pérnblayaan
sejumlah Rp.5. 000 000. OOOO 00 dengan r1n01an sebagal berikut :
a. Anggaran pengeluaran pemblayaan

setelah perubahan e V»Rp.s.ooo.ooo.ooo,oo
b Reahsas1 ... Rp.5.000.000.000,00
Sehslh 1eb1h/(kurang) RN   pr. - 0,00

(6) Selisih . anggaran dengan reahsas1 pemblayaan neto sejumlah ,
- Rp.318.837.831.910,38 dengan nnc1an sebagal berikut :

a. Anggaran pemblayaan neto SR
- setelah perubahan ’ Rt Rp 1.145.000. OOO 000, 00

b Reahsas1 . Rp. 826.162.168.089,62
Sehslh leb1h/(kurang) SORE A ’Rp. 5 318.837.831.910,38
Pasal4 S

Neraca : sebaga1maha dlmaksud péda Pasal 1 huruf ,’b
per 31 Desember Tahun 20 14 sebagal benkut '

a. Jumlah aset - T Rp 13 175.586.760.042, 40

b. Jumlah kewajlban e ~ Rp.  11.049.009.835,57

c. Jumlah ekuitas da‘na‘ R Rp 13.164.537.750.206,90
Pasal 5

] Laporan arus kas sebagaJmana dlmaksud dalarn Pasal 1 huruf c

untuk ‘tahun yang berakh1r sampai dengan 31 Desember tahun

20 14 sebagai berikut : _ .
a. Saldo kas awal per 1 Januan tahun 20 14 Rp 663.492.589.439,74 N
b. Arus kas dari akt1v1tas operasi Rp. 1.756.704.696.731,00 S

- c. Arus! kas dari akt1v1tas 1nvestas1 L SRS
‘ non—keuangan L L Rp (1. 316.317. 485 146 65)
d. Arus kas dan akt1v1tas pemblayaan ' ' Rp. -155. 618 859. 940 00
e. Arus kas dan akt1v1tas nonanggaran ~Rp.  5.676.565.605,88 . f
f. Saldo kas akhir per 31 Desember AR - S
tahun 2014 e - - Rp. 1.266.841.030.426,42

Catétéin atas laporan - kéuangan éebagaiména dimaksud dalam

Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara

kuantltatlf maupun kualltatlf atas pos-pos laporan keuangan



i Pasal 7

Pertanggung]awaban pelaksanaan 'APBD . sebaga1mana dimaksud
‘dalam Pasal 1 tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan
tidak terplsahkan Peraturan Bupatl ini, terdiri dari :

a. Lamp1ran I . Laporan rcallsas1 anggaran
LamplranI 1 ’;Ringkasan | laﬁoran realisasi anggaran -
: : - menurut urusan pemerlntah daerah dan
‘ ~organ1sa51, : :
Lampirén 1.2 Rmman laporan realisasi anggaran menurut

‘urusan - pemerintahan daerah, organisasi,
 pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lamplran .3 'RekapituIasi r_ealisasi anggaran belanja
St " daerah menurut urusan pemerintah daerah,
" -organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

: REETIR " daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
" urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam
~ kerangka pengelolaan keuangan negara; -

,La:hpiran L5 Daftar p1utang daerah

Lampiran 1.6  : Daftar penyertaan modal (1nvesta51) daerah;
Lampiran 1.7 : Daftar - realisasi penambahan dan

- pengurangan aset tetap daerah;

iLémpiran‘I.S o Daftar . realisasi penambahan dan
o ‘pengurangan aset 1a1nnya,

' Lampira'\n».l.gy D Dyaftar keglatan-keglatan yang . belum
R diselesaikan sampai akhir tahun dan
- dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
- berikutnya;
: ‘Lampfifan I. 1,0‘ E ‘Daftar dana cadangari daerah; dan

Lamplran 111 Daftar pInjaman daeréh dan obligasi daerah.

" b. ;;'Lamplran II - B *Néraca
c; Lamplran III > Lapbrah arus kas ,'
d Lamp1ran IV = ‘ACatatan atas laporan keuangan
“ fPasa18 L

‘Lamp1ran laporan keuangan sebaga,lmana dlmaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dar1 :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lamp1ran V yang merupakan
baglan tak terp1sahkan Peraturan Bupat1 ini. .




b. Ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik daerah/
perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,

= -

e

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 41



